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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KANTOR CAMAT 

TAMBANG KABUPATEN KAMPAR 

Oleh: 

PATMA DWI JAYANTI 

NIM: 12070520695 

 

Good governance dalam kerangka program merupakan kondisi ideal yang 

diharapkan dapat diwujudkan dalam setiap aspek pemerintahan yang berhubungan 

dengan masyarakat. Salah satunya di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar 

yang menyelenggarakan fungsi adminitratif umum tingkat kecamatan dalam 

mengelola dan melayani masyarakat. Hal ini membuat good governance harus 

diterapkan didalam pemerintahan kecamatan untuk mendapatkan kepercayaan 

masyarakat dan menyelenggarakan yang efektif dan efesien ditingkat ini. Oleh 

sebab itu perlu diteliti bagaimana implementasi prinsip good governance di 

Kantor Camat Tambang. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan 

implementasi  prinsip good governance di Kantor Camat Tambang serta 

mengetahui faktor  yang menjadi penghambat implementasi tersebut. Adapun 

metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data didapatkan dari 

wawancara mendalam dengan pegawai Kantor Camat Tambang dan masyarakat 

yang berada di Kecamatan Tambang. Penelitian dilakukan di Kantor Camat 

Tambang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini didapatkan 

bahwa prinsip good governance sudah diimplementasikan di Kantor Camat 

Tambang. Akan tetapi belum semua prinsip good governance diimplementasikan 

dengan optimal. Sehingga good governance belum terlaksana, hal ini dilihat dari 

ditemukannya keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang ada. 

Adapun faktor penghambat yaitu masih rendahnya sumber daya manusia, 

ketidakdisiplinan pegawai dan sarana teknologi yang belum memadai. 

Kesimpulannya adalah implementasi prinsip good governance sudah diterapkan 

akan tetapi belum dijalankan secara optimal karena adanya faktor yang 

menghambat untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan sehingga good 

governance dapat diimplementasikan secara menyeluruh. 

Kata Kunci: Good Governance, Implementasi, Kantor Camat 
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BABiI 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi dan tuntutan sosial yang semakin kompleks, kualitas 

pelayanan publik daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan di tingkat daerah. Mengembangkan good governance atau 

pemerintahan yang baik telah menjadi fokus penting reformasi sektor publik di 

berbagai belahan dunia. Prinsip-prinsip good governance, yang mencakup 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tanggung jawab, menjadi landasan 

dalam membangun sistem tata kelola yang efektif dan dapat dipercaya.  

Good governance ini menjadi acuan untuk mencari cara memperbaiki 

birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Good governance dalam kerangka 

program pada hakikatnya merupakan kondisi ideal yang diharapkan dapat 

diwujudkan dalam setiap aspek pemerintahan yang berhubungan dengan 

masyarakat. Kondisi ideal ini didasarkan pada pemahaman atas prinsip-prinsip 

yang mendasarinya 

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, penerapan good governance 

diperlukan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Good governance yang 

dimaksud merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam 

melaksanakan penyediaan public goods and service yang disebut governance 

(pemerintahan, kepemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut “good 

governance” (tata pemerintahan yang baik). 
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Lembaga Administrasi Negara menyatakan Good governance adalah 

sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang tangguh dan 

bertanggungjawab, serta efektif dan efesien dengan menjaga “sinergi” interaksi 

yang konstruktif diantar domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Dalam 

pengertiannya istilah governance tidak sama dengan government. Konsep 

government merujuk pada suatu organisasi pengelolan berdasarkan kewenangan 

(Negara dan Pemerintah). Namun konsep governance melibatkan tidak hanya 

berlaku pada pemerintah dan negara, namun juga mencakup sektor swasta dan 

juga masyarakat lokal, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. 

Good Governance dapat diartikan sebagai kegiatan berbasis nilai-nilai 

yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi Masyarakat untuk 

mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu, ranah Good Governance tidak hanya terbatas pada negara melalui 

birokrasi negara saja, Namun juga pada ranah masyarakat sipil yang diwakili oleh 

organisasi non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga 

sektor swasta. Karena Good Governance seharusnya ditujukan tidak hanya kepada 

para pemimpin negara atau pemerintah saja, namun juga kepada Masyarakat dan 

pemerintah yang secara bersemangat menuntut penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik (Tahir, 2022). 

Dalam PPRI lNo. 17 lTahun 2018l tentangl Kecamatan, lDalam lsistem 

lpenyelenggaraan pemerintahanl di Negaral Kesatuan lRepublik lIndonesia. Status 

lKecamatan adalah sebagail perangkatl daerahl kabupaten/kotal dan lpenyelenggara 

urusan administrasi publik. Sebagail pelaksana lperangkat daerahl lkabupaten/kota, 
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lsebagai pelaksana lperangkat ldaerah, camat lmenjalankan tugasl dari lbupati/walil 

lkota yang dilimpahkanl dan dalaml penyelenggaral urusan pemerintahan umum, 

Dengan kedudukannya tersebut, kecamatan mempunyai peran yang sangat 

strategis di kabupaten/kota, baik dari pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi, 

sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga diperlukan 

pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di 

Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. 

  Kantor camat sebagai unit pemerintahan di tingkat daerah kecamatan 

mempunyai peranan strategis dalam mengelola dan melayani masyarakat 

setempat. Sebagai unit administrasi terkemuka, kinerja Kantor Camat secara 

langsung mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh 

karena itu, diperlukan prinsip good governance yang dapat memberikan hasil 

yang efektif pada penyelenggaraan pemerintah di tingkat ini. 

 Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi birokrasi di Indonesia telah 

menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance di semua tingkatan 

pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji implementasi prinsip good 

governance di kantor camat sebagai salah satu langkah strategis dalam 

meningkatkan kinerja pemerintahan di tingkat lokal. 

Salah satu badan daerah yang harus melaksakan prinsipl-prinsipl lgood 

lgovernance adalah klantor lcamat. Kantor Tambang merupakanl salah lsatu lembaga 

negara yangl memberikan plelayanan lpublik kepada lmasyarakat dalaml penyiapan 

berkas yang diperlukan, sepertil lpembuatan surat lKTP, akta lkelahiran, lsurat ltanah, 

lsurat pindah, legalisasi ldan llain-lain. 
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Meskipun konsep good governance telah menjadi landasan penting, 

penerapannya di kantor camat seringkali menghadapi berbagai tantangan. Mulai 

dari ketidaktahuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip good governance 

hingga hambatan administratif dan budaya di dalam organisasi, Permasalahan 

tersebut memerlukan pemahaman yang mendalam dan Solusi yang konkrit. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis 

permasalahan tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran dan 

langkah-langkah strategis untuk meningkatkan implementasi prinsip good 

governance di kantor camat. Pemerintahan Kecamatan lharus terlaksana denganl 

baikl sehingga dapat menunjang terselenggaranya pemerintahan di daerah. Sebab 

pemerintahan Kecamatanl merupakan lsalah satu laspek yangl dianggap lpenting 

untuk meningkatkan ldan megembangan kinerjal aparatur lpemerintah lkecamatan. 

Adapun desa – desa yang berada dalam wilayah Kecamtan Tambang yaitu 

dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:  

 

Tabel 1.1 Daftar nama dan jumlah Desa di Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar 

 

No  Nama Desa 

1 Kuapan 

2 Aursati 

3 Tambang 

4 Padang Luas 

5 Gobah 

6 Terantang 

7 Rimbo Panjang 

8 Kualu 

9 Teluk Kenidai 
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10 Kemang Indah 

11 Parit Indah 

12 Sungai Pinang 

13 Kualu Nenas 

14 Tarai Bangun 

15 Palung Raya 

16 Pulau Permai 

17 Balam Jaya 

Sumber data  : Kantor Camat Tambang 

lKantor Camat Tambang merupakanl salahl satu instansil pemerintah lyang 

lmemberikan pelayanan lpublik kepada lmasyarakat ldalam mengurusl dokumen-

ldokumen yangl diperlukan, sepertil pembuatan lKTP, aktal lkelahiran, suratl ltanah, 

surat pindah, legalisir dan lain-lainnya. 

Berikut pelayanan l administrasil yang tersedia ldi Kantorl lCamat Tambang 

lKabupaten Kampar lyaitu: 

 

Tabel 1.2 Jenis dan Bentuk-bentuk Pelayanan Administrasi di Kantor Camat 

Tambang 

 

No Jenis Pelayanan Bentuk Pelayanan 

1 Administrasil Kependudukanl - Membuat kartul Identitas lPenduduk 

(KTP)  

- Membuat Kartul lKeluarga  

- Pembuatanl Akta lKelahiran  

- Pembutan Suratl lKematian 

2 Suratl Perizinan - izinl mendirikan lbangunan ( lIMB)  

- lSurat izin tlempat usahal (lSITU) 
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3 Suratl pengantar lketerangan - Suratl keterangan ltanah (SKT l), lsurat 

Ganti Kerugian (SKGRl), Juall lBeli, 

lketerangan hibah  

- Suratl keteranganl catatan lkepolisian 

(SKCKl)  

- Surat lketerangan lpindah 

4 lSurat-suratl lainnya - Suratl Rekomendasil  

- Legalisirl 

Sumber: Kantor Camat Tambang, (Perda Kab. Kampar no. 21 tahun 2003) 

Sehubungan l ldengan permasalahan penelitianl tersebut, berikutl lpenulis 

memaparkan beberapal prosedurl pelayanan ldi Kantorl Camat lTambang, lyaitu 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1.3 Standar l Operasional Prosedur l (SOP l) Kecamatan Tambang 

lKabupaten Kampar 

 

NO Kegiatan Petugas Keterangan Waktu 

1 Pengurusan SKTM 

(Surat Keterangan 

Tanda Miskin), 

Legalisir, surat Pindah 

Kasi Kessos Penyerahan fotocopy 

KK & KTP ke petugas 

bagian pelayanan, 

setelah itu petugas 

menyerahkan 

kebagian umum untuk 

pencetakan surat, 

tahap akhir Tanda 

Tangan kasi Kessos 

1 Hari 

2 Pembuatan Suratl 

lketerangan waris, lsurat 

Kasi 

Pemerintahan 

Penyerahan 

persyaratan kebagian 

3 hari 
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kuasal lwaris, 

lpermohonan ukur 

ltanah, surat lpelepasan 

lhak atas ltanah, lSurat 

persetujuanl pembagianl 

hak bersama. (SKT) -

SKGR -SKHT -

SKRPT 

umum, setelah itu 

persyarakatan akan di 

proses di Kasi 

Pemerintahan 

3. Pindah penduduk  

pindah datang, pindah 

keluar 

Bagian 

Pelayanan 

Penyerahan 

Persyaratan bagian 

pelayanan, 

penyerahan berkas 

kebagian umum, 

pencetakan surat 

pindah 

l3 Hari 

Sumber data: Kantor Camat Tambang 

Dari tabel Standar Prosedur Operasional (SOP) dan bentuk-bentuk 

kegiatan pelayanan yang berada di kantor camat Tambang Kabupaten Kampar 

yang sudah dipaparkan oleh peneliti, kegiatan dan rentan waktu yang dilakukan 

oleh masyarakat ataupun pemangku kepentingan dalam pengurusan administrasi 

atau surat menyurat sudah tertera pada sop yang ada, akan tetapi proses 

pengerjaan oleh pihak pegawai kantor camatnya sendiri itu melebihi dari waktu 

yang sudah tertera di standar prosedur operasional yang ada, itu disebabkan oleh 

pegawai yang lalai dengan tanggung jawab sebagai petugas dikantor camat 

tambang dalam menyelesaikan semua pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, 

terdapat pegawai yang berada diruangan ataupun dibagian pelayanan hanya 
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banyak berbual sesama pegawai lainnya bahkan ada juga yang sibuk dengan 

telepon genggam ataupun sering disebutkan hp.  

Pada saat jam kerja juga didapatin beberapa pegawai tidak berada 

diruangan ataupun berada dikantor camat tambang, ada yang berada dikantin 

kantor padahal itu masih dijam kerja belum waktunya untuk istirahan dan ada 

beberapa pegawai yang baru hadir dikantor camat padahal keterlambatan hadir 

untuk pegawai dikantor camat pada pukul 09.00 WIB akan tetapi masih ada yang 

baru hadir bahkan yang belum datang ke kantor lebih dari ketentuan yang ada. 

Jika dilihat dari absensi dikantor camat masih menggunakan absensi manual yang 

mana hal tersebut membiasakan pegawai tidak tidak disiplin dijam kerja yang 

sudah ditetapkan. 

 Berikut data jumlah fasilitas yang ada dikantor camat tambang kabupaten 

Kampar:  

Tabel 1.4 Data Jumlah fasilitas yang ada di Kantor Camat Tambang 

Kabupaten Kampar 

No Nama Fasilitas Jumlah 

1 Komputer 3 

2 Print 3 

3 Kursi Ruang Tunggu 2 set 

4 Lemari Arsip 3 

5 Mesin ketik 1 

Sumber data: Kantor Camat Tambang 

Dari tabel jumlah fasilitas yang ada di Kantor Camat Tambang 

Kabupaten Kampar menjadi salah satu penyebab terjadinya lamban pelayanan 

yang diterima oleh masyarakat dalam pengurusan dokumen atau surat menyurat 

lainnya. Karena dalam instansi harus memiliki fasilitas yang memadai karena hal 
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tersebut yang dapat menunjang berjalankan pelayanan yang baik bagi masyarakat. 

Jika fasilitas yang kurang memadai akan berdampak buruk bagi pelayanan di 

Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar, contohnya saja banyak yang dialami 

masyarakat setempat dalam pengurusan mereka kekantor camat mereka harus 

menunggu bahkan sampai berhari-hari harus bolak balik ke kantor camat 

seharusnya surat tersebut selesai dalam waktu 3 hari akan tetapi melebihi waktu 

yang sudah ada di standar operasional prosedur. Penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti banyak dijumpai jenis pengurusan pelayanan yang dilakukan masyarakat 

setempat pegawai harus menunggu terlebih dahulu jika computer masih dipakai 

oleh pegawai lain dengan kebutuhan atau kepentingan nya masing-masing hal 

tersebutlah yang membuat lambannya palayanan yang diterima. 

Dari tabel jenis pelayanan, Standar Operasinal Prosedur (SOP) dan juga 

jumlah fasilitas yang berada dikantor Camat Tambang Kabupaten Kampar dapat 

dijadikan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip 

good governance, UNDP mengemukakan sembilan prinsip adalah sebagai berikut:  

1. Partisipasi  

Mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat atau pemangku kepentingan 

dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. 

2. Transparansi 

Menekankan pada keterbukaan, kejelasan, dan aksesibilitas informasi yang 

relevan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.  
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3. Responsif 

Kemampuan suatu organisasi atau entitas untuk merespons kebutuhan, 

harapan, dan aspirasi masyarakat atau pemangku kepentingan yang 

dilayani.  

4. Akuntabilitas 

Menekankan pada tanggung jawab dan kewajiban suatu entitas atau 

individu untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang 

diambil serta transparansi dalam pelaksanaannya.  

5. Efektivitas dan Efesiensi 

Penting dalam memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil 

oleh suatu organisasi atau entitas mencapai tujuan secara efektif l dengan 

lmenggunakan sumber l daya lyang ltersedia secara elfisien. 

6. Aturan Hukum (Rule of law) 

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip supremasi hukum dalam 

penelitian ini ialah kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa 

pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak 

asasi manusia.  

7. Berorientasi Consensus 

adanya perantara antara berbagai kepentingan luntuk memperoleh lpilihan 

yangl bagi lmasing-masingl lkepentingan mengenai kebijakan lyang 

lditetapkan olehl pemerintah.  
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8. Equity (Berkeadilan) 

Setiap lwarga negaral mempunyai hakl yangl sama luntuk lmeningkatkan dan 

mempertahankan kesejahteraanl hidupnya.  

9. Visi Strategis 

Pemimpinl dan masyarakatl harus mempunyail pandangan lyang luas ldan 

jangka panjangl terhadap goold lgovernance dan Pembangunan manusia 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan tersebut. dibutuhkan untuk 

memberikan arahan akan dibawa ke mana sebuah organisasi ke depannya. 

Ini kemudian menentukan langkah-langkah program yang harus diambil 

agar dapat sampai pada cita-cita organisasi.  

Tugas dan tanggung jawab kecamatan dalam menyelenggarakan urusan 

lmasyarakat desal dan kelurahanl sekitarnya berarti melayani lsegala lkebutuhan 

lmasyarakat. Namunl kenyataannya di lapangan, dapat l terlihat lbahwa lpelayanan 

lyang diberikan loleh petugasl pelayanan lbelum sepenuhnya l mencerminkan 

lpelayanan yang maksimall dan lbelum optimal menerapkanl  good lgovernance. 

Sesuai dengan arahan Pj Bupati Kampar yang dimuat di media 

center.kamparkab.go.id, 2023 (informasi terkini seputar Kampar), ia menghimbau 

seluruh stake holder untuk meningkatkan pelayanan l publikl guna lmenciptakan 

lpelayanan publikl yang lberkualitas. Guna meningkatkan kualitasl pelayanan l public 

di Kantor Camat Tambang, perlu dilakukan upaya nyata dalam penerapan prinsip 

good governance. 
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lDari permasalahan lyang telahl diuraikanl diatas lmaka lpeneliti ltertarik 

luntuk melakukan penelitianl denganl judul “Implementasi Prinsipl lGood 

lGovernance di Kantor lCamat Tambang Kabupatenl Kampar” 

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi prinsip Goodl Governance di Kantorl lCamat 

Tambang lKabupaten Kampar? 

2. lFaktor-faktor penghambat apal saja l dalam Implementasi prinsip lGood 

lGovernance di Kantor llCamat Tambang Kabupatenl Kampar? 

1.3 Tujuan penelitian 

Berikut tujuan dari penelitian adalah: 

1.  Untuk mengetahui implementasi prinsip good governance di Kantor 

Camat Tambang Kabupaten Kampar. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi 

prinsip good governance di Kantor Camat Tambang Kabupaten 

Kampar. 

1.4 Manfaat penelitian 

Berikut lmanfaat penelitianl ini ladalah:  

1. lSecara Teoritis  

lPenelitian ini ldiharapkan ldapat membantu aparaturl lpemerintahan 

lKantor Camatl Tambang Kabupatenl Kampar dalam lmemberikan 

lpelayanan publikl yangl baik kepada Masyarakat melaluil prinsipl good 

lgovernance  
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2. lSecara Praktisl  

lPenelitian ini merupakan kontribusi terhadap perkembanganl ilmul-

lilmu sosial, khususnya l perkembangan l ilmu lpemerintahan (politik).  

3. lBagi Pihak Lain l  

lPenelitian ini akan berguna lsebagai lbahan referensi bagil lpeneliti 

lselanjutnya yang memiliki permasalahanl serupa di masa yangl lakan 

ldatang. 

1.5 Sistematiaka Penulisan 

Sistematika penulisanl penelitianl yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

lPenulis membagil ke enaml bab ldengan kerangka lsebagai lberikut: 

 

lBAB I: lPENDAHULUAN  

lBab inil menjelaskan tentang latarl belakang lmasalah, umusan lmasalah, 

ltujuan lpenelitian, dan sistem lpenulisan.  

lBAB II: lLANDASAN lTEORI  

lBab ini memuat pengertian, lkonsep, teori, dan referensil yang lbersumber 

ldari lbuku, resensi, ljurnal, lpublikasi, pandangan lislam, kajianl lterdahulu, 

ldefenisi konsep, lindikator danl subl indicator, serta kerangkal lteori.  

lBAB III: METODE l PENELITIAN  

Metode ini meliputi tempat dan lwaktu lpenelitian, jenisl dan lsumber data, 

lmetode lpengumpulan data, lpopulasi danl sample, serta metodel analisis. 
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 lBAB IV: lGAMBARAN lUMUM OBJEK lPENELITIAN  

Plada bab inil menjelaskanl tentang gambaranl Kantor lCamat Tambang 

lKabupaten Kampar 

lBAB V: lHASIL PENELITIANl DAN lPEMBAHASAN  

lBab ini dijelaskan hasi lpenelitian yangl telah dilakukanl lberdasarkan 

lfakta dan informasi denganl metodel yangl telah diberikan, lmenjelaskan 

lhasil sesuail dengan tujuanl lpenelitian.  

lBAB VI: lPENUTUP  

lBab ini menyajikan beberapal lkesimpulan dan saran berdasarkan lhasil 

lpenelitian dan lanalisis. 
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BABiII 

LANDASANiTEORI 

 

2.1 TeoriiImplementasi 

Terdapat perbedaan pendapat para ahli mengenai pengertian atau definisi 

dari implementasi. Hal ini perlu diperjelas lebih lanjut untuk mempersatukan 

penegrtian implementasi dengan kajian kebijakanl atau peraturanl lperundang-

undanganl yang lmenjadi fokusl utama dalaml penelitian lini. Karenal implementasi 

lmerupakan bagian pentingl dari kleseluruhan prosesl perencanaan lkebijakan. 

Impementasinya akan dilakukan l setelah lperencanaan sudahl matangl atau proyek 

selesai. 

Harsono, 2002:67 (Tahir,2022) menyatakan implementasi adalah proses 

pengambilan tindakan atau inisiatif kebijakan mulai dari kebijakan hingga 

administrasi, pengembangan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelesaian 

program. Guntur Setiawan (Setiawan, 2004:39) mengemukakan bahwa 

implementasi adalah perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan interaksi 

antara tujuan dan kegiatan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 

pelaksana, birokrasi yang efektif. Oleh karena itu, Perwujudan ini dapat diartikan 

sebagai penerapan atau implementasi. 

Menurut Mulyad (2015:12), Implementasi berarti tindakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan. Tujuan dari kegiatan ini 

adalah untuk mengubah keputusan tersebut menjadi model tindakan dan untuk 

mencapai perubahan besar atau kecil dibandingkan dengan yang telah diputuskan 
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sebelumnya. Implementasi pada dasarnya mencoba memahami apa yang 

seharusnya terjadi setelah program dijalankan. 

Dari pernyataan Grindle (1980: 7) dalam Besar, 2010 bahwa 

implementasi adalah proses administrasi umum yang dapat dipelajari pada tataran 

program tertentu. Proses implementasi dimulai hanya ketika tujuan dan sasaran 

telah ditetapkan, program tindakan telah diorganisir dan sumber daya telah 

disiapkan serta dialokasikan untuk mencapai tujuan. 

Definisi diatas menunjukkan bahwa kata implementasi tersebut 

mengarah pada operasi, tindakan, atau mekanisme sistem. 

 

2.2 Good Governance 

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi 

mimpi buruk bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun pemahaman mereka 

tentang Good Governance berbeda- beda, sebagian besar dari mereka 

beranggapan bahwa dengan Good Governance akan dapat memiliki kualitas 

pemerintahan yang lebih baik. Banyak dari mereka membayangkan bahwa dengan 

Good Governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan public akan 

meningkat, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah akan lebih 

mementingkan kepentingan warga negara (Dwiyanto, 2005). 

  lMenurut Osborn ldan Gaeblerl (dalam lAbidarin lRosidi, dkk, l2013:2) 

mengartikan governancel lsebagai suatu prosesl dimana lkita memecahkanl masalah 

lkita lbersama-sama dan lmemenuhi lkebutuhan lmasyarakat. Menurut ldefinisi 

lmenurut World lBank, Goodl Governance adalah konsepl penerapan lmanajemen 

plembangunan yangl stabil dan bertanggungl jawab l secara harmonis ldengan 
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ldemokrasi danl pasar lyang lefisien, menghindari malsitribusi dan kekurangan 

linvestasi, dan lpencegahan lkorupsi baikl secara politikl maupun ladministratif, 

menegakkan ldisiplin fiskal serta menciptakan kerangka hukum dan politik untuk 

pertumbuhan bisnis. Good Governance bertujuan untuk memperkuat “kerangka 

kelembagaan tata kelola”. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah fokus pada tata 

kelola yang baik berdasarkan tujuan yang sepakati sesuai undang-undang yang 

berlaku.  

Lembaga Administrasi Negara (Sedarmayanti, 2012:3) menyimpulkan 

bahwa wujud good governance adalah terselenggaranya administrasi publik yang 

sehat dan bertanggung jawab,efektif dan efesien, dengan tetap menjaga “sinergi” 

interaksi konstruktif antara negara dan swasta, sektorl swasta ldan lmasyarakat. 

lSelain itu, lmenurut Peraturan lPemerintah No.101l tahun l2000 (lSedarmayanti 

l2012:4), goodl governance diartikan sebagai pemerintahan yangl mengamalkan 

dan melaksanakan lprofesionalisme, lakuntabilitas, transparansi, lpelayanan lprima, 

ldemokrasi, efisiensi ldan lefektifitas, serta supremasil lhukum. danl dapat lditerima 

loleh masyarakat. lTata lkepemerintahan yang lbaik lmerupakan prinsipl demokrasi, 

partisipasi dan kemasyarakatan yang harus ditetapkan dalam segala bidang 

kehidupan.  

lMenurut Rahman (l2018:23l) konsep good governance ldimaksudkan 

lsebagai suatu lmekanisme atau lproses yang digunakan untuk mengatur hubungan 

antara birokrasi dan Lembaga non-pemerintah termasuk masyarakatnya. Agar 

bergerak kearah yang lebih baik partispasi pemangkul kepentinganl dalam 

lbirokrasi sangat l penting lkarena pemangkul kepentingan lmempunyai kemampuan 
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luntuk mendukung lkeberhasilan dlalam pelaksanaan lkebijakan. lMasyarakat juga 

lharus ikut l terlibatkan dalam lmendukung keberhasilanl dalaml implementasi 

lkebijakan. 

Menurutl United Nationsl Development lProgram (lUNDP) (lSedarmayanti 

l2012:5), ciri-ciri ataul prinsip yangl perlu dikembangkan sebagai acuan penerapan 

good governance adalah:  

1. lPartisipasi, setiapl warga negaral berhakl menyampaikan lpendapatnya 

ldalam pengambilan lkeputusan lmelalui lembaga lhukum. 

2. lRule ofl Law, setiap lnegara harusl memiliki kerangkal hukum lyang ladil 

dlan t lidak memihak, khususnya perundang-undangan hakl azasi lmanusia. 

3. lTransparansi, adanya lketerbukaan kepada lmasyarakat. lKebebasan 

lmemperoleh informasil dibutuhkan masyarakalt butuhkan lyang ldapat 

lmembangun kepercayaan antaral pemerintah ldan lmasyarakat. 

4. Responsif, Lembagla harusl berusaha untuk lmelayani seluruh pemangku 

kepentingan. 

5. Berorientasi Consensus, adanya perantara antara berbagai kepentingan 

luntuk memperoleh lpilihan yangl bagi lmasing-masingl lkepentingan 

mengenai kebijakan lyang lditetapkan olehl pemerintah. 

6. lKeadilan (Equity), setiap lwarga negaral mempunyai hak l yangl sama luntuk 

lmeningkatkan dan mempertahankan kesejahteraanl hidupnya. 

7. Efisiensi dan efektifitas, setiapl lembagal menghasilkan sesuatul lsesuai 

kebutuhan, dengan menggunakan sumber daya yangl sebaikl-baiknya. 
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8. lAkuntabilitas, pengambil lkeputusan di lpemerintahan, lsektor lswasta, dan 

lMasyarakat sipil lbertanggung jawabl kepada publikl dan plemangku 

lkepentingan. 

9. lVisi Strategis, pemimpinl dan masyarakatl harus mempunyail pandangan 

lyang luas ldan jangka panjangl terhadap goold lgovernance dan 

Pembangunan manusia sesuai dengan kebutuhan pembangunan tersebut.  

Seluruh ciri-ciri atau prinsip-prinsip good governance tersebut saling 

memperkuat dan berkaitan serta tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, jika 

limplementasi goodl governance latau yangl biasa dikenall dengan tata kelola 

pemerintahan ylang baik ldalam lorganisasi negara ldapat terlaksana sebagaimanan 

mestinya, maka dengan sendirinya akan memudahkan terselenggaranya kegiatan 

disegala sektor. 

 

2.3    Pandangan Islam Terhadap Good Governance 

Dalam memahami good governance dari sudut pandang syariah, terdapat 

sebuah konsep khalifah (kepemimpinan) yang mengandung maksud bahwa 

seorang pemimpin pemerintah harus bertanggung jawab dan bertindak sesuai 

dengan syara’ yaitu mewujudkan kemaslahatan (kepentingan) dunia dan akhirat 

bagi umat. Orang yang melaksanakan tugas-tugas khalifah disebut khalifah, 

artinya orang yang menggantikan (jabatan) sebelumnya, orang yang 

menggantikan kedudukan orang lain, dan seorang yang mengambil alih tempat 

orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan. 

Melihat konsep good governance seperti yang sering dikemukakan oleh 

para ahli dalam bidang ilmu politik dan administrasi publik, maka dapat kita lihat 
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relevan dalam tema yang dipakai dalam literatur islam. Nabi SAW umpamanya 

sejak dini mengajarkan pentingnya kejujuran, memenuhi janji dan melaksankan 

amanah. Salah satu hadis Nabi SAW yang sangat pepuler adalah: ciri-ciri orang 

munafik itu tergolong atas tiga: apabila berbicara selalu penuh, apabila berbanji 

selalu ingkar, dan apabila dipercayai selalu khianat. Ada lima contoh 

kepemimpinan yang sudah ada pada zaman Nabi SAW adalah: Shidiq, istiqomah, 

fathanah, amanah, dan tabligh.  

Islam sebagai agama yang kaya akan nilai memberikan pedoman bagi 

terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan terwujud 

dengan baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik setidaknya mempunyai 

tiga pilar yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.  

Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu (1) tata cara 

pengangkatan mereka sebagai penerus Nabi Saw dalam kepemimpinan umat 

islam (2) wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada penerus Nabi Saw. 

Merupakan konsep kepemimpinan islam yang menggambarkan sistem 

pemerintahan yang dekat dengan Nabi, meskipun sudah muncul nilai-nilai 

demokrasi.  

Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan 

ayat-ayat al-qur’an daan sunnah Nabi Saw mengenai Good Governance atau 

pemerintahan baik.  

Q.S An-Nisa Ayat 58 

۞ َّ ُ هَّٱ إِ للّ   ٌَّْ سُمُ ٍُ هُ يهؤْ دُّوا َّ أ تَِّٱ تؤُه ٰـ ْه ٰـ هٍ ه لْْ  َّ ًٰ ا إىِه إذِها أههْيِهه تٌُ وه َْ نه هَِّ حه ىْ اسَِّٱ بهيْ هُ  ىا َّ أ َُ ىْعهدهَِّْٲبَِّ تهحْنُ  َّ ۚ  َّ ُ  إِ

هَّٱ للّ  ا   َ  ۦَّبهَِِّ يهعِظُنٌُ ِّعِ  َّ ۚ  َّ ُ هَّٱ إِ للّ  هَُّ  ا ا مه يع ًۢ َِ ا سه  ٨٥ بهصِيس ًۭ
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Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 40 adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. 

 

Q.S Al-Ma'idah Ayat 8 

ا ه ا ي هه ُّ ي ه هَِّ أ ي رِ ى  ىا ا ُ ْ هٍ ىا آ ُ ىّ هَِّ مُ ي ٍِ ا ى  ه َِّ ق هاءهَّ لِلّ  د هه سَّْطَِّ شُ قِ ْ ى ا ِ ب  َّ ۚ  َّ له ٌَّْ وه نُ  ْ هٍ سِ جْ ه ي  َُُّ آ ه ْ ً َّ شه ىْ ه ًَّٰ ق ه ي عه  

َّ هل  ىا أ ُ ى دِ عْ ه ۚ َّ ت ىا  ُ ى دِ ىهَّ اعْ بَُّ هُ سه هقْ يَّٰ أ ىه قْ ت  ي ۚ َّ ىِ ىا  ُ ق ت  ا هَّ وه ۚ َّ اللّ   َّ ُ ِ هَّ إ اللّ  يس َّ  ِ ب ا خه هَ ِ هَُّ ب ُى ي هَ هعْ  ت

Terjemahannya: “wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang 

senantiasa membela (kebenaran) atas nama Allah, jadilah saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah lebih Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”. 

 

Q. S Al-Naml Ayat 33 

َُِّ قهاىىُا َّ ىىُا َّ ّهحْ ة ًَّۢ أوُ  ىُىا َّ قىُ  أوُ  َّ وه ًۢ دِيد ًَّۢ بهؤسْ  سَُّٱوهَّ شه ٍْ لْْه ّظُسِيٲفهَّ إىِهيْلَِّ  اذها  هٍ هَِّ  سِي ٍُ
 ٣٣ تهؤْ

Terjemahannya: “Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki 

kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan 

keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu 

perintahkan". 

 

Q.S Al- Baqarah Ayat 30 

اِذَّْ بُّلهَّ قهاههَّ وه ىِٕنهتَِّ زه
ٰۤ
يٰ هَ اعِو َّ اِّيَِّّْ ىِيْ يِيْفهت َّ الْهزْضَِّ فًِ جه ۚ َّ خه ا  ا اهتهجْعهوَُّ قهاىىُْ  َِّْ فِيْهه هٍ ا يُّفْسِدَُّ  يهسْفِلَُّ فِيْهه ءه َّ وه اٰۤ هٍ  اىدِّ

َُِّ ّهحْ دِكهَّ ّسُهبحَُِّّ وه َْ ّقُهدِّسَُّ بحِه ۚ َّ ىهلهَّ وه ٌَُّ اِِّّيْ َّ قهاههَّ  ا اهعْيه هٍ  َّ هَُّ له ىْ َُ  تهعْيه

Terjemahannya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 

“Aku hendak menjadikan khalifah (pemimpin) di bumi.” Mereka berkata, 

“Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 

darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” 

Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.” Qs. Al-Baqarah: 30. 
Dikutip dari buku Shahih Bukhari Muslim karya Muhamad Fu'ad Abdul, 

hadist tentang pemimpin: 

Rasulullah SAW bersabda, "Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan 

bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi 
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rakyanya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin 

keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin 

rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. 

Seorang hamba (buruh) pemimpin harta milik majikannya akan ditanya tentang 

pemeliharaannya. Camkan bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan 

dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya." (HR Bukhari). 

 

2.4 Pelayanan Publik 

Menurut Batinggi (Muslim & Hadi, 2017), pelayanan l publik ldapat 

ldiartikan lsebagai kegiatan pemerintah atau l kegiatanl mengurus hal-hal lyang 

diperlukan oleh masyrakat atau masyarakat umum. Oleh karena itu, sudah 

menjadi kewajiban negara untuk memberikan l pelayananl publik yangl merupakan 

lhak lsetiap warga lnegara. 

lUndang-Undangl No. l25 Tahun l2009, mendefinisikan pelayananl lpublik 

lsebagai berikut: Pelayananl publik ladalah kegiatan latau lrangkaian yang tujuannya 

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk yang 

timbul karena undang-undang mengenai barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan 

publik sebagai berikut. Pelayanan public merupakan kepercayaan publik. 

Masyarakat berharap pelayanan publik dapat l memperoleh secara jujur ldan 

mengelola sumberl pendapatan secaral baik, serta dapatl ldipertanggungjawabkan 

kepadal masyarakat. Pelayananl publik yangl jujur danl bertanggung jawab 

menciptakan kepercayaan warga negara sebagai penyelenggaraan pemerintah 

yang baik.  

Menurut Kurniawan (2005:4), pelayanan publik adalah pemberian 

pelayanan (melayani) menurut aturan-aturan dasar dan prosedu-prosedur yang 
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telah ditetapkan mengenai kebutuhan Masyarakat atau Masyarakat yang 

berkepentingan terhadap organisasi tersebut. 

2.5 Kedisiplinan 

Definisi disiplin menurut Amri (dalam Sovia, 2017) sebagai kesadaran 

seseorang akan kepatuhannya terhadap aturan mengikat yang dilakukan tanpa 

adanya paksaan. Menurut Asriani, dkk (2015) disiplin didefinisikan sebagai tolak 

ukur tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan kewajiban atau tugas yang 

diamanahkan kepadanya. Disiplin dapat mendukung keberhasilan perusahaan 

dalam mencapai tujuannya dengan mendorong antusiasme dan semangat kerja 

pegawainya. Dapat ditarik simpulannya bahwa disiplin merupakan cerminan 

pertanggungjawaban atau akuntabilitas seseorang terhadap kewajiban atau 

amanah yang melekat pada dirinya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan. 

Siagian (2009, dikutip dalam Azwar, 2016) membagi disiplin menjadi 2 

jenis yakni disiplin preventif dan disiplin korektif. Disiplin preventif ialah reaksi 

yang mendorong pegawai untuk patuh dengan peraturan atau ketentuan yang telah 

ditetapkan organisasi. Sedangkan pengertian disiplin korektif ialah salah satu 

bentuk respon terhadap pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pegawai. 

Dharma (2003, dikutip dalam Ramli, 2019) menyatakan bahwa kehadiran 

pegawai setiap hari, ketepatan dalam jam kerja, mengenakan pakaian kerja dan 

tanda pengenal, serta ketaatan pada peraturan merupakan indikator yang 

mempengaruhi disiplin kerja pegawai. 

Disiplin kerja pada hakekatnya adalah menumbuhkan kesadaran bagi 

para pekerjanya untuk melakukan tugas yang telah dibebankan, di mana 
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pembentukannya tidak timbul dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk 

melalui pendidikan formal maupun non formal, serta motivasi yang ada pada 

setiap karyawan harus dikembangkan dengan baik. Dengan demikian semakin 

tingginya disiplin kerja setiap karyawan yang didukung oleh keahlian, upah, atau 

gaji yang layak, maka akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas dari instansi itu 

sendiri.  

Demikian juga pegawai yang mempunyai kedisiplinan kerja 

dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target 

yang di tetapkan. Dan dengan adanya ketegasan pula maka pegawai akan lebih 

besar tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas kewajibannya. Dengan adanya 

tanggung jawab yang tinggi akan menciptakan suatu organisasi lebih terarah 

dalam pencapaian hasil dari pegawai. Dan selain itu, membuat suatu organisasi 

tersebut dapat mencapai tujuan yang di inginkan. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

lTerdapat beberapa lpenelitian terdahulul yang penulis jadikan bahan 

lrujukan dalaml tinjauan Pustaka danl penelitianl terdahulu yangl penelitil jadikan 

slebagai acuanl danl pembandingan dalam penelitianl ini lyaitu: 

No  

 

 

Nama 

Peneliti 

Judul penelitian Hasil 

penelitian 

Perbedaan 

1 Arif cahyadi 

(2016) 

Penerapan Good 

Governance Dalam 

Pelayanan Publik (Studi 

Tentang Kualitas 

Pelayanan Elektronik 

Kartu Tanda Penduduk 

Berbasis Good) 

Governance Di 

aspek 

penerapan good 

governance 

terhadap imensi 

kualitas 

pelayanan 

public belum 

merasakan 

Lokasi dan 

waktu 

penelitian. 

Lingkup 

penelitian 

hanya sebatas 

pelayanan 

dalam 
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Kecamatan Sukolilo 

Surabaya) 

kepuasan yang 

sangat baik 

hanya orang 

yang merasa 

baik. 

 

pembuatan e-

KTP 

2 Hidayat dkk 

(2023) 

Penerapan Prinsip-

Prinsip Good 

Governance Dalam 

Mewujudkan Kualitas 

Pelayanan Publik Pada 

Dinas Perdagangan 

Kabupaten Kediri 

Hasil dari 

penelitian ini 

menyatakan 

bahwa 

penerapan 

prinsip-prinsip 

Good 

Governance di 

Dinas 

Perdagangan  

Kabupaten 

Kediri sudah 

cukup baik 

namun memiliki 

beberapa 

catatan. Catatan 

tersebut dalam 

hal  

transparansi dan 

partisipasi. 

 

Lokasi dan 

waktu 

penelitian. 

3 Safrijal dkk 

(2016) 

Plenerapan Prinsip-

lPrinsip Good 

lGovernance lOleh 

Aparatur lPelayanan 

lPublik Di lKecamatan 

Kluet lUtara lKabupaten 

Acehl lSelatan 

hasil penelitian 

dapat 

di Simpulkan 

penerapan 

Prinsip-prinsip 

Good 

Governance di 

Kecamatan 

Kluet 

Utara belum 

berjalan dengan 

sempurna dan 

masih jauh dari 

apa yang 

terkandung 

dalam prinsip-

prinsip Good 

Governance, 

Good 

Lokasi dan 

waktu 

penelitian 
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Governance 

baru diterapkan 

semenjak 

pertengahan 

2015. 

 

4 Yuliono 

(2019) 

Implementasi prinsip-

prinsip good governance 

dalam  

Meningkatkan kinerja 

organisasi pelayanan 

publik 

Terlaksananya 

implementasi 

prinsip-prinsip 

good 

governance 

dalam  

meningkatnya 

kinerja 

organisasi 

pelayanan 

publik, namun 

ditemukan 

kendala seperti  

adanya 

beberapa  

pegawai yang 

belum mengerti 

prinsip-prinsip 

good 

governance. 

 

Lokasi dan 

waktu 

penelitian 

5 Sri 

Roserdevi 

Nasution 

(2018) 

Penerapanl lPrinsip-

Prinsipl Good 

lGovernance Dalalm 

Pelayanan lPublik Di 

Kantolr Camatl Sail Klota 

Pekanbarul 

Penerapanl lgood 

governance 

dalaml 

pelaksanaan 

pelayananl di 

Kantor l Camat 

Sail belum 

maksima 

 

Lokasi dan 

waktu 

penelitian 
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2.7 Definisi Konsep 

Definisi konsep merupakan Batasan kajian yang menjadi bahan utama 

pada bagian berikut ini, yang bertujuan untuk memberi arahan pada penulisan 

bagian berikut, yakni mendefenisikannya sebagai berikut: 

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut. Pelayanan publik 

adalah kegiatan atau rangkaian yang tujuannya untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk menurut aturan 

yang ditentukan oleh undang-undang atas atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 

2. lPeraturan Pemerintah lNomor 101l Tahun l2000 (Sedarmayantil 2012:4l) 

mengartikanl goodl governance ladalah kepemerintahanl lyang 

menyelenggarakan dan melaksanakan lprofesionalisme, lakuntabilitas, 

tlransparansi, pelayanan l prima, ldemokrasi, efisiensil danl efektifitas, 

lsupremasi lhukum, danl dapat diterimal oleh lmasyarakat. lTata 

lkepemerintahan yangl baik lmerupakan prinsipl ldemokrasi, lpartisipasi, 

dan lmasyarakat yangl harus ditetapkan dalaml segala l bidang lkehidupan. 
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2.8 Konsep Operasional 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Good Governance 1. Partisipasi Mengacu pada keterlibatan aktif 

masyarakat atau pemangku 

kepentingan dalam proses 

pengambilan keputusan yang 

mempengaruhi mereka 

 

2. Transparansi Menekankan pada keterbukaan, 

kejelasan, dan aksesibilitas 

informasi yang relevan kepada 

masyarakat atau pemangku 

kepentingan 

 

3. Responsif Kemampuan suatu organisasi atau 

entitas untuk merespons 

kebutuhan, harapan, dan aspirasi 

masyarakat atau pemangku 

kepentingan yang dilayani. 

 

4 Efektivitas dan 

Efesiensi 
Penting dalam memastikan bahwa 

tindakan dan keputusan yang 

diambil oleh suatu organisasi atau 

entitas mencapai tujuan secara 

efektifl dengan lmenggunakan 

sumberl daya lyang ltersedia secara 

elfisien. 

 

5. Akuntabilitas Menekankan pada tanggung 

jawab dan kewajiban suatu entitas 

atau individu untuk bertanggung 
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jawab atas keputusan dan 

tindakan yang diambil serta 

transparansi dalam 

pelaksanaannya. 

 

 6. Aturan Hukum 

(Rule of law) 
setiap lnegara harusl memiliki 

kerangkal hukum lyang ladil dlan 

tlidak memihak, khususnya 

perundang-undangan hakl azasi 

lmanusia. 

 7. Berorientasi 

Consensus 
adanya perantara antara berbagai 

kepentingan luntuk memperoleh 

lpilihan yangl bagi lmasing-masingl 

lkepentingan mengenai kebijakan 

lyang lditetapkan olehl pemerintah. 

 8. Equity 

(Berkeadilan) 
setiap lwarga negaral mempunyai 

hakl yangl sama luntuk 

meningkatkan dan 

mempertahankan kesejahteraanl 

hidupnya. 

 

 9.Visi Strategis pemimpinl dan masyarakatl harus 

mempunyail pandangan lyang luas 

ldan jangka panjangl terhadap 

goold lgovernance dan 

Pembangunan manusia sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan 

tersebut. 

Menurut United Nations Development Program (UNDP) 
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2.9 Kerangka Berfikir 

     Kerangka berfikir bertujuan untuk memberikan gambaran atau Batasan 

tentang teori yang digunakaan untuk memahami penelitian yang dilakukan. 

Biasanya berbentuk diagram untuke memudahkan pemahaman tentang prosedur 

dan proses yang terlibat dalam penelitian tersebut. 

   

 

  

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Menurut United Nations Development Program (UNDP) 
 

 

 

 

Implementasi prinsip lgood lgovernance di 

Kantorl lCamat Tambang Kabupaten Kampar 

Prinsilp-Prinslip Good lGovernance 

 Partisipasil  

 Transplaransi  

 Responsif  

 Efisiensi dan Efektivitas 

 Akuntabilitas 

 Aturan Hukum (Rule of Low) 
 Berorientasi Consensus 

 Equity ( Berkeadilan) 

 Visi Strategis 

Terwujudnya Implementasi prinsip Good 

Governance di lKantor Clamat lTambang 

Kabupaten lKampar 
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BABiIII 

METODEiPENELITIAN 

 

3.1 Lokasi daniWaktuipenelitian 

    Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Tambang Kabupaten 

Kampar karena dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa data penelitian 

yang sesuai dengan fenomena dan permasalahan yang akan diteliti dan pemilihan 

lokasi di Jln. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM.26, Sungai Pinang, Kec. 

Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. dan penelitian dilakukan pada bulan Januari 

2023 sampai selesai. 

 

3.2 Jenis Penelitian  

   Jenisl penelitianl ini adalah lpenelitian lkualitatif. Menurutl Sugiono 

(l2016:11l), penelitian kualitatif adalah jenisl penelitianl yang lmenggambarkan 

lsuatu keadaan lyang dilakukanl untuk lmengetahui nilail kedua lvariabel 

independent. Oleh karena itu, metode penelitian ini mencakup gambaran langsung 

tentang fenomena atau masalah yang terjadi pada objek penelitian. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

lData yangl digunakan peneliti ladalah datal lkualitatif. Menurutl Sugiono 

(l2016:14) adalahl data lyang berbentukl kata, lkalimat, skema ldan lgambar. Menurut 

Sugiono ( l2016:156l), Sumber informasi yangl diperlukan lpeneliti adalahl sebagai 

lberikut: 
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a. lData Primerl  

lMenurut Sugiono ( l2016:156), datal primerl adalah informasi yangl ldiperoleh 

llangsung dari lresponden yang menjadi sumbelr utama lpenelitian, yaitu informasi 

lyang didapatkan dari lobservasi, dan wawancaral yangl telah ditentukan. lDalam 

lpenelitian informasi diperolehl dari lCamat, Sekrletaris camat, dan Staff Pegawai 

lKecamatan Tambang Kabupatenl Kampar.  

b. Data Sekunder  

lMenurut Sugiono (l2016:156l) data lsekunder adalahl informasi yang didapatkan 

lmelalui perantaral instansi pemerintahl yangl berkaitan eratl dengan lpenelitian latau 

lsumber yang tidakl memberikanl informasi secara langsung lkepada yang 

memperoleh ldata, biasanya lmelalui orang llain ataul melalui dokumenl lseperti 

lbuku, artikel, llaporan, dan arsipl resmi lserta literaturl relevan lainnya untuk 

lmelengkapi informasi dasar. 

3.4 Teknik pengumpulan data 

   Teknik pengumpulanl data yangl digunakan ldalam penelitianl ini ladalah : 

a. Observasi l  

lMenurut Irawan (l2004:64l) observasi l adalah penelitianl yangl pengumpulan 

datanya didasarkan mengamati llangsung terhadapl objek lpenelitian. lPenulis 

melakukan observasi llangsung ke lapangan untuk mempelajari penerapan lprinsip 

lgood governance ldalam penyelenggaraanl pelayanan l publik ldi Kantor lCamat 

lTambang Kabupatenl Kampar.  
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b. Wawancaral  

lMenurut Sugiono ( l2009 :72) wawancaral adalahl pertemuanl antara dua lorang, 

dimana terjadi pertukaran informasli ldan pemikiran melaluil tanya ljawab, lsehingga 

mengembangkan makna atas suatul topikl tertentu. lwawancara atau tanya l ljawab 

secara langsungl kepada lpegawai, staf atau pun Masyarakat yang sedang 

berkunjung di kantor camat ltambang. Dalaml penelitian lini, penulisl melakukan 

wawancaral lterstruktur kepada narasumberl (key linforman) dengan lmenggunakan 

pedoman berupal pertanyaanl-pertanyaanl yang akanl diajukan kepadal linforman 

lterkait dengan ljudul lpenelitian. Ponsel, buku dan pena digunakan sebagai alat 

dalam penelitian ini.  

c. Dokumentasi  

lMenurut Arikunto ( l2013:274l), dokumentasi ladalah pencarian dan pengumpulan 

informasi yang berkaitan dengan suatu permasalahan baik l berupa lcatatan, 

ltranskip, buku, lsurat lkabar, majalah, lnotulen, agendal dan lsebagainya. 

lDokumentasi dalam lpenelitian inil diperolehl dari lkantor Camat lTambang 

lKabupaten Kampar lataupun lbuku-buku ldan lliteratur lainl yangl berkaitan ldengan 

judul plenelitian lini. 

 

3.5 Subjek Penelitian 

   Subjekl penelitian latau responden ladalah orangl-orang yangl ldiminta 

lketerangan mengenai faktal atau lpendapat, sebagaimanal dijelaskanl oleh lArikunto 

(l2013:145), subjekl penelitian ladalah subjekl yang dimaksud untukl diselidiki loleh 

peneliti. Oleh karena itu, subjekl penelitianl adalah sumberl informasil yang 
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dipelajari untukl mengungkap l fakta di suatu lapangan. Berdasarkanl lpenjelasan 

ltersebut, makla definisi subjekl penelitian ldigunakan untuk melmperoleh linformasi 

lyang diperlukan secara ljelas ldan menyeluruh.  

l Penentuan subjek lpenelitian ataul responden yang ldianggap lsebagai key 

linforman dilakukan melalui purposive lsampling (Slugiono,2016:96) l lyaitu melalui 

lteknik pengambilan sampell berdasarkan beberapa aspek, dalam penelitian ini 

yang menjadi key informan adalah mereka yangl benarl-benar lmengetahui 

linformasi tentangl permasalahan-lpermasalahan dalaml penelitian lini. 

lInsidental Samplingl (Sulgiono,2016:96 l) yaitu suatu teknikl dimana slampel 

ditentukan berdasarkanl lkebetulan, yaitu lsiapa salja yang slecara kebetulanl bertemu 

ldengan penelitil dapat dijadikan lsampel. Dalaml hall ini karena banyaknya orang  

makal peneliti lmenggunakan teknikl Insidental Samplingl danl menugaskan 

linforman berdasarkan lkebetulan danl sesuai denganl kriteria lpenelitian inil untuk 

lmemperdalam dan memperjelas informasil mengenail permasalahan penelitian ini. 

lAdapun yang menjadil key linforman dan informanl yang lakan lmemberikan 

lketerangan tambahanl demi mendapatkanl data lyang utuh l dalam penelitianl lini 

ladalah : 

Tabel 3.1 Daftar Key Informan dan Informan Penelitian 

No Jabatan Jumlah 

1.  Kasi Kessos 1 

2.  Staf Kessos 1 

3. Kasubag Keuangan 1 

4.  Kasi Kepegawaian 1 
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5. Pegawai 3 

6. Masyrakat di Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar 

7 

Jumlah 14 

 

3.6 Teknik Analisi Data  

    Menurut l Sugiono (l2009:244l) analisal datal adalah suatu proses diperoleh 

informasi yang di peroleh wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya  

dicari dan disusun secaral sistematisl sehingga mudahl untuk dipahamil ldan 

dikomunikasikan hasilnya kepada l orangl lain. Tleknik analisal data lyang 

ldigunakan dalaml penelitian inil adalahl teknik ldeskriptif, Dimana ldengan 

mereduksi atau menyederhanakan data maka dibuat gambaran, penyajian data 

disajikan dan ditarik kesimpulan.  

Namun penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir peneliti terus-

menerus menganalisis data baik selama maupun setelah pengumpulan. Dalam 

penelitian kualitatif, kesimpulan diambil secara induktif, dimana peneliti memulai 

dari kasus-kasus individual berdasarkan pengalaman nyata kemudian 

merumuskannya menjadi model, konsep, teori, prinsip atau defenisi yang bersifat 

umum. Dengan kata lain penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses 

penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan kemudian megembangkan 

suatu teori dari data tersebut. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 SejarahiKecamatan 

Kecamatan Tambangiberdiri padaiitahun 1980 daniimewakiliiiKecamatan 

Tambang hasiliipemekaran KabupateniiKampar dan baruiidiendapkan padaiitahun 

1995. Kantoriipusat Kecamatan TambangiiKabupaten Kampariiterletak di jalan 

Raya Pekanbaru-BangkinangiiKM.26, Sungai Pinang, Tambang, iiKabupaten 

Kampar. KawasaniiTambang padaiumumnya merupakaniKawasan datar/luasiiyang 

dilintasiiSungai Kamparidan beberapaiSungai Kecililainnya.  

Pejabat pertamaiidari Tahun 1990iihingga 1998iiadalah Kamaruzaman 

R.BA. Kemudianiipada tahun 1998-1999iidijabat oleh Dr. Afrizal Abra, ikemudian 

pada Tahunii1999-2000 oleh Dr. Syafrudin Masri, iikemudian padaiitahun 2000-

2001 olehiiNusyamsihiiShaleh. KemudianiiDr digantikan. AfrizaliiAbra padaitahun 

2001 hinggai2004, disusulioleh Dr. Ranayusipada Tahunii2004-2005, kemudian 

padaiiTahun 2005 -2007 di jabatioleh EdyiPratono, kemudianiipada Tahunii2007-

2011 dijabatiioleh Dr.H. Asmansyahiidan kemudianiiuntuk sementaraiiDr. Jamilus 

pada bulaniiNovember 2011 hinggaiiJanuari 2012. Setelahiitu, pada bulaniJanuari 

2012 hingga Februari 2015, Rakhmat S.Sos menjadi pengelola wilayah Tambang 

pada bulan Februari 2015 hinnga Januari 2017. Pengurus wilayah kabupaten 

Kampar adalah H. Mulatua, S.Sos, M.Si. dari Januari 2017 sampai bulan Mei 

2017, Camat Tambang di Jabat oleh Irianto, S.IP pada bulan Mei 2017 sampai 

dengan bulan Maret 2018 menggantikan Al Kautsar,S.STP , pada tahun 2018 
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sampai 2022 dijabat oleh Drs. Abukari, M.Pd, dan saat ini Camat Tambang di jabat 

oleh Drs. Jamilus.  

KecamataniTambang terdiriiidari 17 desa yangiidipimpin olehiiseorang 

kepalaiidesa. Seluruh desaiitersebut telahiiberstatus hukumiidefinitif daniitermasuk 

desa dalamiiklasifikasi swadayaiiatau desaiiimandiri. Batas-batas Kecamatan 

Tambangiantarailain: 

1. PerbatasaniUtara denganiKabupateniTapung.  

2. BagianiSelatan dibatasiiwilayah SiakiHulu, PerhentianiRaja daniKampar 

Kiri Hilir. 

3. Bagianibaratnya terbatasipada KabupateniKampar.  

4. SebelahiiTimur berbatasan dengan KecamataniiKodya Tampan Pekanbaru. 

KecamataniiTambang dimekarkan berdasarkaniiPeraturan Pemerintah 

Nomor 13iTahun 1990iyaitu:  

1. PemekaraniiSebagian kecamataniiKampar sebagianiiwilayah menjadi 

KecamataniiTambang. 

2. PerluasaniSebagian wilayahiiKecamatan SiakiiHulu sebahagianiiwilayah 

menjadiiiiKecamatan Tapung. Denganiiidemikian, setelahiiiipemekaran 

KecamataniTambangiterdiri dari 17iDesa. 

Tabel 4.1 Daftarinama dan jumlahiikecamatanidiiKabupateniKampar 

No Nama Kecamatan Jumlah Desa 

1. XIII KotoiKampar 12iDesa 

2. Bangkinangi 7iDesa 

3 BangkinangiKota 2 Desa 

4 GunungiSahilan 9 Desa 

5 Kampai 9 Desa 
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6 Kampari 17 Desa 

7 KampariKiri 19 Desa 

8 KampariHilir 7 Desa 

9 KampariKiriiHulu 24 Desa 

10 KampariKiriiTengah 11 Desa 

11 KampariUtara 8 Desa 

12 KotoiKampariHulu 6 Desa 

13 Kuoki 9 Desa 

14 PerhentianiRaja 5 Desa 

15 RumbioiJaya 7 Desa 

16 Saloi 6 Desa 

17 SiakiHulu 12 Desa 

18 Tambangi 17 Desa 

19 Tapungi 25 Desa 

20 TapungiHilir 16 Desa 

21 TapungiHilir 14 Desa 

Sumber : BadaniPusatiStatistik 

KecamataniTambang adalahisalah satu pemekaranidari KabupateniKampar 

denganiiluas wilayah ± 489,91iikm² atau ± 53.298,00iiHa. Tidak adaiiyang 

berbatasaniidengan laut, namuniiterdapat beberapaiibatas alamiidengan kecamatan 

lain. Sebanyakii12 dari 17 desaiidi KecamataniTambang melintasiiSungai Kampar, 

salahisatu sungai terbesaridi KabupateniKampar. 

 
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Tambang 
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Adapuniidesa – desa yangiberadaidalam wilayahiKecamtaniTambang yaitu 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabeli4.2 Daftra namaiidan jumlahiiDesa di KecamataniTambangiKabupaten 

Kampar 
 

No  NamaiDesa 

1 Kuapani 

2 Aursatii 

3 Tambangi 

4 PadangiLuas 

5 Gobahi 

6 Terantangi 

7 RimboiPanjang 

8 Kualui 

9 TelukiKenidai 

10 KemangiIndah 

11 ParitiIndah 

12 SungaiiPinang 

13 KualuiNenas 

14 TaraiiBangun 

15 PalungiRaya 

16 PulauiPermai 

17 BalamiJaya 

Sumberidata: KantoriCamatiTambang 

4.2 Visi daniMisi KecamataniTambang 

1. iVisi  

MenjadikaniiKecamatan Tambangiisebagai Kecamataniiyang terdepaniidi 

KabupateniiiKampar yangiiiaman dan tanggapiiiiterhadap bencana serta 

memberikaniipelayanan yangiiprima kepadaiimasyarakat.  
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2.  Misi  

a. Persiapanistafiprofesional. 

b. Mengaktifkanisistem dan sistemikeamanan disetiapidesa. 

c. Memberikanipelatihan penanggulanganibencana kepadaimasyarakat.  

d. Untukimeningkatkan disiplinikerja padaipegawai Seperti yangiterlihat 

diatas, KecamataniTambangiiterdiri dari 17 Desa yangiidipimpin olehiiKepala 

Desa. SeluruhiDesa tersebutitelah berstatusihukum definitifidan termasuk desa 

dalamiklasifikasi desaiswadaya.  

 

4.3 KedudukanidaniFungsiiKecamatan 

Dalamiiupaya meningkatkaniiipelayanan kepadaiiiimasyarakat dan 

menyelenggrakan kepengurusaniiisesuai struktur organisasi unitiiikerja Camat 

Tambangiidengan mengacuiipada peraturaniidaerah KabupateniiKampar Nomor 06 

Tahun 2008iitentang organisasi daniitata kerja Kecamataniidan Kelurahaniimaka 

dibuatiiuraian tugasiiseperti berikutiiini. 

1. Camati 

   Kecamatanimerupakan wilayahiKerja Camat sebagai PerangkatiiDaerah 

KabupateniiKampar. Camatiiiimempunyai tugasiiimelaksanakan kewenangan 

Pemerintahiiyang dilimpahkaniioleh BupatiiiKampar untukiiimenangani sebagian 

urusaniiotonomi Daerah. Camatiisebagaimana dimaksudiidalam pasal 3iiayat (1) 

mempunyai tugasiiidan  melaksanakanitugas sebagaimanaidimaksud padaiayat (1), 

Camatimelaksanakan tugasiiyang dilimpahkaniioleh Bupati untukiimelaksanakan 

sebagianiiUrusan Pemerintahaniiyang menjadi kewenanganiiDaerah. Uraianiitugas 

sebagaimanaiidimaksud padaiipasal 3 ayati (1) adalahi:  
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a. Menyelenggarakaniurusan PemerintahaniUmum. 

b. Mengkoordinasikanikegiatan PemberdayaaniMasyarakan. 

c. Mengkoordinasikaniupaya penyelenggaraaniiketentraman daniiketertiban 

umum. 

d. Mengkoordinasikaniipenerapan daniipenegakan PeraturaniiDaerah dan 

PeraturaniiBupati. 

e. Mengkoordinasikaniiipemeliharaaniiiiprasaranaiiiidaniiiisaranaiiiipelayanan 

umum. 

f. Mengkoordinasikanipenyelenggraan kegiatanipemerintsh yangidilakukan 

oleh PerangkatiiDaerah di tingkatiiKecamatan. 

g. Membinaidan mengawasiipenyelenggaraan kegiataniDesa. 

h. Melaksanakaniurusan pemerintshiyang menjadi kewenanganiKabupaten 

yang tidakidilakukan olehiunit kerja PemerintahiDaerah Kabupateniyang 

adaidi Kecamatan. 

i. Melakukaniitugas lain yang dipertahankaniioleh peraturaniiperundang-

undangan. 

2. SekretariatiiCamat 

   SekretarisiiiiKecamatan mempunyai tugasiiiiiipokok merencanakan 

Operasional, iMengelolah, iMengoordinasikan, iMengendalikan, iMengevaluasi 

dan MelaporkaniUrusaniUmum, Kepegawaian, iKeuangan Perencanaan, iEvaluasi 

daniPelaporan.  

Uraianitugas dan fungsi sebagaimanaidimaksudiadalah : 
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a. Perencanaaniioperasional urusaniiumum, kepegawaianiikeuangan serta 

pengelolaaniiperencanaan, evaluasi daniipelaporan. 

b. Pengelolaaniiiurusan umum, kepegawaian, iikeuangan, perencanaan, 

evaluasi daniipelaporan 

c. Pengendalian, ievaluasi dan pelaporaniiurusaniiumum, keuanganiiserta 

pengelolaaniperencanaan, evaluasiidan pelaporan 

d. Pengoordinasianiiurusan umum, ikeuangan, perencanaan, ievaluasi dan 

pelaporaniKecamatan 

e. Pengelolaaniinformasi publikiterkait kebijakaniiKecamatn 

f. Mengoordinasikaniiipenyusunan RencanaiiiStrategis (RENSTRA) dan 

RencanaiiKinerja (RENJA) iiKecamatan 

g. Mengoordinasikaniisetiap seksi dalamiipenyusunaniLPPD, LKPJ, iLKJIP, 

PENJA, iIKUT dan segalaibentuk pelaporanilainnya 

h. Merumuskaniprogram dan kegiatanilingkunganisekretariat 

i. MenyelenggarakaniiAdministrasi keuanganiidan aset daerahiidi lingkup 

tugasnyaiisesuai denganiiketentuan yangiiberlaku 

j. Mengoordinasikan, imenghimpun, menganalisisiiiidan mengevaluasi 

programidanipelaporan dariisetiapiseksi 

k. Mengoordinasikaniiipenyelenggaraan urusaniiiketata usahaaniiiiiipada 

Kecamatan 

l. Menganalisaikebutuhanipegawai padaiKecamatan 

m. Menganalisaiiiiiiiikebutuhan, memelihara, mendayagunakaniiiiiiserta 

mendistribusikanisarana 
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n. Membagiiiitugas, memberi petunjuk, iimenilai daniimengevaluasi hasil 

kerja bawahaniiagar pelaksanaan tugasiidapat berjalan lancariisesuai 

denganiiketentuan yangiiberlaku 

o. Memberikansaranidan pertimbanganiteknis kepadaiatasan 

p. Menyampaikaniilaporan hasil pelaksanaaniiitugas dan/atauiiikegiatan 

kepadaiiatasan 

q. Melaksanakanitugas kedinasanilainnya yangidiberikan olehiatasan. 

 

3. KasubbagiUmum DaniiKepegawaian 

   SubbagianiiUmum dan Kepegawaianiidipimpin oleh seorangiiKepala Sub 

Bagianiiiiyang mempunyai tugasiiiiiipokok Merencanakan, Melaksanakan, 

Mengevaluasi daniiimelaporkan Pelaksanaan tugasiiiiiiadministrasi umum, 

kepegawaianidaniperencanaan. Uraian tugasisebagaimana dimaksudiipada ayat (1) 

adalah: 

a. Menyusun  rencanaiikerja Sub Bagianiiisesuai  dengan rencanaiiikerja 

Sekretariat. 

b. Menyusunidan menyiapkan  bahaniidan dataidalamiirangka  perencanaan, 

pelaksanaan, ipengendalian, iievaluasi  daniiipelaporan program  dan 

kegiataniisubiibagian. 

c. Membantu iSekretaris melaksanakan Pengelolaan iPenyusunan 

Administrasi programi/iPerencanaan. 

d. Menyiapkaniibahan, mengoordinasikani daniimenyusun laporaniiLPPD, 

LKPJ, iLKJIP, iPENJA, iIKUT, iRENJA, RENSTRAiidan segalaiibentuk 

pelaporaniilainya sesuai lingkupiitugasnya. 
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e. Mengumpulkan, iMengelola, iMenganalisa dataiisebagai bahaniiiacuan 

dalamiiPenyusunan ProgramiiKerja. 

f. MenganalisaiiiiKebutuhan, MelaksanakaniiiiiPengadaan, Memelihara, 

mendayagunakaniiiserta Mendistribusikan Sarana daniiiiPrasarana di 

lingkunganiiKecamatan agariiEfektif daniiEfisien. 

g. MengaturiAdministrasiidan pelaksanaan suratiimasuk dan suratiikeluar 

sesuai denganiiketentuan tataiiNaskah Dinas (TND) iyangiberlaku. 

h. Menganalisa ikebutuhan  personel untukiimasing-masing seksiiidan 

melakukaniipengurusan Administrasi Kepegawaianiipersoniliilingkup 

Kecamatan. 

i. Mempelajari, imemahami daniimelaksanakaniperaturan daniperundang- 

undanganiiyang berkataniidengan lingkup tugasnyaiisebagai pedoman 

dalamipelaksanaan tugas. 

j. Memberikan saranidan pertimbanganiteknis kepadaiatasan. 

k. Membagiitugas, memberi petunjuk, imenilai danimengevaluasi hasil 

kerja bawahaniiagar pelaksanaaniitugas dapat berjalaniilancar sesuai 

denganiiketentuaniiyang berlaku. 

l. Menyampaikaniilaporan hasil pelaksanaaniitugas dan atauiikegiatan 

kepadaiatasan. 

m. Melaksanakaniitugas kedinasan lainnya yangiidiberikan atasaiisesui 

denganitugas danifungsinya. 
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4. KasubbagiKeuangan 

   KasubbagiiiKeuangan mempunyaiiiitugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, imengevaluasi dan melaporkaniipelaksanaan tugas keuangan 

lingkupikecamatan. UraianiTugas sebagaimanaidimaksud padaiayat (1) adalah : 

a. Menghimpunidan menyusuniirencana kerjaiikasubbag sesuaiiidengan 

rencanaikerja sekretariat. 

b. Menyusunidan menyiapkanibahan dan dataidalam rangkaiperencanaan, 

pelaksanaan, ipengendalian, ievaluasi daniipelaporan programiidan 

kegiataniKasubbag. 

c. Menghimpun,imemaduserasikan dan menyusun bahan program, kegaitan 

sertaianggaran dari masing-imasingiseksi. 

d. MenghimpuniiRencana Kegaitan daniiAnggaran (RKA) daniidokumen 

pelaksanaaniianggarani (DPA) dariisetiap seksi. 

e. Meneliti kelengkapaniiSPP-LS pengadaaniiibarang  daniiijasa yang 

disampaikaniioleh  bendaharaiibendahara pengeluaraniidan diketahui / 

disetujuiiiolehiiPPTK. 

f. Meneliti kelengkapan iSPP-UP, SPP-GU, iSPP-TU daniSPP-LS gajiidan 

tunjanganiPNS sertaiipenghasilan lainnya  yangiiditetapkan  sesuai  

denganiiketentuan  perundang-undanganiiyang diajukaniolehibendahara 

pengeluaran. 

g. MenyiapkaniSPM lingkupiKecamatan. 

h. Menyelenggarakaniipembuatan daftariigaji, tunjangan, ihonor, uang 

lembur, biayaiperjalanan dinas danikesejahteraanipegawai. 
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i. Mengoordinasikaniidan melakukaniimonitoring pelaksanaaniianggaran  

pendapatan dan ipengeluaranikecamatan. 

j. Menyelenggarakaniiverifikasi, ipertanggungjawaban keuanganiiakutansi  

danipelaporan. 

k. Melaksanakaniipembinaan terhadapiiibendahara penerimaan dan 

pengeluaran  sertaipersonil  pengelolaanikeuangan lingkupikecamatan. 

l. Menyiapkan bahaniiserta memfasilitasi kegiataniipengawasan oleh 

fungsionaliipengasawa. 

m. Melaksanakaniiiadministrasi asetiidaerah  dilingkupiiitugasnya sesuai 

denganiketentuan yangiberlaku. 

n. Mengevaluasi pelaksanaanitugas dan mengiventarisasikanipermasalahan 

di lingkupitugasnya sertaimencari alternatifipemecahannnya. 

o. Memberikanisaran dan mempertimbangkaniteknis kepadaiatasan. 

p. Membagi tugasimembagi petunjuk, imenilai danimengevaluasi hasil 

kerja bawahaniagar pelaksanaaniitugas dapat berjalaniilancar sesuai 

denganiiketentuan yangiiberlaku. 

q. Menyampaikaniilaporan hasiliipelaksanaan tugasiidan / atauiikegiatan 

kepadaiatasan. 

r. Melaksanakanitugas kedinasana lainnyaiiyang diberikan atasaniisesuia  

tugas danifungsinya. 

 

5. KasiiPemerintahan 

 Kasi Pemerintahaniiiimempunyai tugas pokokiiiiMerencanakan, 

Melaksanakan, Mengevaluasi daniMelaporkan PelaksanaaniUrusaniPemerintahan  
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KetentramanidaniKetertiban Umum. Uraianiitugas sebagaimananiidimaksud pada 

ayat (1) iadalah: 

a. Menghimpuniidan Menyususun  RencanaiiKerja  Seksi sesuaiiidengan  

rencana kerjaiiKecamatan 

b. Menyususniiidan menyiapkan  bahaniiiidan datai dalamiiiirangka  

Perencanaan, iPelaksanaan, Pengendalian, iEvaluasi dan Pelaporan 

programidanikegiatan seksi – seksi. 

c. Melaksanakanifasilitas pelaksanaanipemilihan umum 

d. Menyiapkaniiibahan dan petunjukiiiteknis pembinaan terhadap 

pemerintahaniDesa, imeliputi: 

1. Menyiapkan bahaniidalam rangka pembinaaniiterhadap tertib 

adminitrasiiipemerintahaniidesa 

2. Menyiapkanibahan dalam rangkaipemberian bimbingan, isupervisi, 

fasilitasi danikonsultasi pelaksanaaniadministraiidesa 

3. Menyiapkan bahaniidalam rangkaiipembinaan daniipengawasan 

perangkatidesa 

4. Menyiapkaniibahan dalamiirangka penyelesaianiiperselisihan desa 

dalam satuiiwilayahiikecamatan  

5. Menyiapkanibahan rangkaimusyawarah desa. 

6. Menyiapkanibahan dalam rangkaiusulan pemekaran, ipeningkatan, 

penyatuan atauipenghapusanidesa. 

7. Menyiapkan bahanidalam rangkaipembinaan lembagaimasyarakat.  

8. Menyiapkaniibahan  dalam rangakiikerjasama  antariidesa. 
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9. Menyiapkanibahan dalamirangka  pembinaanibatas- batasiwilayah. 

e. Melaksanakanifasilitas administrasiikependudukan danifasilitas instansi 

terkait pelaksanaaniketenagakerjaan danitransmigrasi, sosial, iurbanisasi 

emigrasi, iimigrasi. 

f. Pengoordinasikaniipemelihaan prasaranaiidan fasilitas pelayaniiumum 

sesuai denganikewenangannya. 

g. Melaksanakanikegiatan keagrarianidi kecamatanimeliputi : 

1. Pembantuanipendataanitanah. 

2. Pemeliharaanidataipertahanan. 

Pengelolaanibahan dalam rangkaipembuatan akte tanahidan surat-surat    

mengenai  peralihaniihak atas tanah, keteranganiistatus daniibukti 

kepemilikaniitanah, keteranganiikewarisan, keteranganiipeminjaman 

dimanaitanahisebagai jaminan. 

h. Melaksanakanilegalisasi administrasiipertahanaimeliputi : 

1. SuratiKeteranganiWaris. 

2. SuratiKuasaiWaris. 

3. PermohonaniUkuriTanah. 

4. surat pelepasaniHak atasitanah. 

5. Surat PersetujuaniPembagian HakiBersama. 

i. Mengoordinasikan, ievaluasi dan pelaporaniurusan kesatuanibangsa dan 

politikiserta peyuluhanihukum. 

j. Melakukanipembinaan ketentranamidan ketertiban sertaimasyarakat 

k. Melakukanipembinaan terhadapiperlindunganimasayarakat 
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l. Melaksanakanikoordinasi danipembinaan kesatuanipolisi pamongiparja 

dan perlindungan imasyarakat (Linmas) idi wilayahikerjanya 

m. Menegakanidan melaksanakanipearyuran daerah danikeputusan kepala 

daerah sertaiperaturan perundang-undanganidi wilayahikerjanya. 

n. Melaksanakanipencegahan atasipengambilan SumberiDaya Alamitampa 

izin danidapat mengganguiserta membahayakanilingkungan hidup. 

o. Monitoringidan pengasawaniterhadap bangunaniiliar dan bangunan 

lainya di wilayahikecamatan. 

p. Mengoordiniribantuan-bantuan penanggulanganibencana. 

q. Melakukanimitigasi dan penanggulanganibencana diiKecamatan. 

r. Melakukanipengawasan terhadapipelaksanaan peilihaniKepala Desaidan 

pemilihan AnggotaiBPD. 

s. Melakukanipengawasan dan pemamtauaniidalam pelaksanaaniikegiatan 

pembebesaniitanah. 

t. Membantuiicamat dalam pegawasaniiidan pemantauan terhadap 

pengurusan maupuniipelaksanaan setiapiiIzin yang dikeluarkan, iagar 

sesuai denganiperaturan Daerah atauiketentuan yangiberlaku. 

u. Memprosesiirekomendasi terhadapiipenertipan izin sesuaiiidengan 

ketentuan daniiperaturan yangiiberlaku. 

v. Mempelajari, imemahami daniimelaksanakan peraturaniiperungang-

undangan yangiiberkaitan denganiilingkup tugasnyaiisebagai pedoman 

dalam pelaksanaanitugas. 
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w. Mengavaluasi pelaksanaaniitugas dan mengiventarisasiiipermasalahan di 

lingkup tugasiserta mencari alternatifipemecahan. 

x. Memberikan saraniidan pertimbangan  teknis kepadaiatasan. 

y. Membagi tugas, imemberi petunjuk, imenilai dan mengavaluasiihasil 

kerjaiibawahan agariipelaksanaan tugasiidapat berjalan lancariisesuai 

denganiketentuan yangiberlaku. 

z. Menyampaikaniilaporan hasil pelaksanaaniitugas dan / atauiikegiatan 

kepadaiatasan. 

 

6. KasiiPemberdayaaniMasyarakat 

   Kasi PemberdayaaniMasyarakat mempunyai tugasipokok melaksanakan 

tugas dibidangimasyarakat. Dalam melaksanakanitugas sebagaimanaidimaksud 

ayat Kasi pemberdayaanimasyarakat melaksanakanitugas danifungsi :  

a. Membuatiiiperencanaan dan programiiikerja seksi pemberdayaan 

masyarakat. i 

b. Melakukanipembinaan kegiatanipemberdayaan masyarakatidesa. 

c. Memfasilitasi kegiataniiorganisasi sosial/ kemasyarakatan, Rukun 

Tetanggai (RT) Rukun Wargai (RW) dan LembagaiSwadayaiMasyarakat 

(Lsm). 

d. Memfasilitasi daniikoordinasi penyelenggaraniipembangunanidiwilayah 

kerjanya. 

e. Melaksankanipembinaan pembangunanisarana daniprasarana. 

f. Memfasilitasi pengembanganiperekonomian. 
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g. Melakukan pengawasaniidan monitoringiibantuan yangiiidiberikan 

pemerintahanikepalaiDesa. 

h. Melakukaniusulan anggaraniyang diajukanioleh desa. 

i. Melakukanikoordinasi denganipemerintahanidesa. 

j. Melakukaniiievaluasi dan pelaporaniiipelaksanaan tugas seksi 

pemberdayaaniimasyarakat. 

k. Melaksanakitugas lain yangidiberikanioleh atasan tugasidanifungsinya. 

 

7. Kasi iKetentraman daniKetertubani (Trantib) 

   KepalaiiiSeksi Ketentraman dan Ketertibaniiimempunyai tugas 

melaksanakan daniiimembina ketentraman daniiiketertiban umum. Untuk 

melaksanakaniitugas sebagaimanaiidimaksud, Kepala Seksi Ketentramaniidan 

Ketertibanimempunyaiifungsi: 

a. Melakukaniikoordinasi denganiiKepolisian Negara RepublikiiIndonesia 

atau TentaraiiNasional Indonesiaiimengenai programiidan kegiatan 

penyelenggaraaniiiketentraman dan ketertibaniiiumum di wilayah 

kecamatan. 

b. Melakukaniikoordinasi denganipemuka agamaiyang beradaidi wilayah 

kerja kecamataniuntuk mewujudkaniketentraman daniketertiban umum 

masyarakatidi wilayahikecamatan. 

c. Melaksanakaniipembinaan terhadapiiSatuan LINMASii(Perlindungan 

Masyarakat) idi wilayahikecamatan. 

d. Mempersiapkaniiipembinaan terhadap SATLAKiiiidan SATGAS 

penanggulanganiibencana. 
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e. Membinaikegiatan PosiSiskamling. 

f. Mempersiapkaniibahan perumusaniikebijakan pengarahaniisumber daya 

manusiaisatuaniperlindunganimasyarakat. 

g. Melakukanikoordinasi denganiSatuan Kerja PerangkatiDaerah yang 

tugas danifungsinya di bidang penerapaniperaturan perundang-

undangan. 

h. Melaksanakaniipengamanan terhadapiipelaksanaan PeraturaniiiDaerah 

maupuniperaturanilainnya. 

i. Melaksanakanipenyelenggaraan pembinaaniketertiban umum, itermasuk 

tertibiperizinan. 

j. Mencegah pengambilanisumber daya alamiitanpa izin yangiidapat 

menggangguiiserta membahayakanilingkunganihidup. 

k. MelaksanakanipenertibaniIzin MendirikaniBangunan (IMB). 

l. Melaksanakaniitugas lain yangiidiberikan oleh Camatiisesuai bidang 

tugasnya. 

m. Melaporkaniidan mempertanggung jawabkan atasiiiipelaksanaan 

tugas  kepadaiCamat sesuai standariyang ditetapkan. 

 

8. KasiiKesejahteraaniSosiali (KESSOS) 

   Seksi Sosialiimempunyai tugasiiipokok pelaksanaan, evaluasiiiidan 

pelaporan urusaniikesejahteraaniisosial. Ada beberapaiifungsi tugasisosial Uraian 

Tugasisebagaimana dimaksudipada ayati (1) adalah:  

a. Membuatiperencanaan daniprogram kerja seksiikesejahteraanisosial. 
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b. Melaksakanipembinaan terhadapiikehidupan kerukunaniiberagama antar 

umatiberagama. 

c. Membinaikegiatan BadaniAmal Zakat daniLembagaiAmil Zakat. 

d. MembantuiPembinaan KeluargaiBerencana. 

e. Melakukaniikegiatan perayaaniihari-hari besar keagamaaniidan hari 

nasional. 

f. Melakukanipembinaan generasiimuda daniwanitaan. 

g. Melakukanipembinaan terhadapiorganisasi sosialiorganisasi keagamaan. 

h. Melakukaniipembinaan masalahiikenakalan remaja, penyalangunaan 

narkoba danimasalah sosialilainya. 

i. Meneliti daniiimelegalisasikan suratiiiketerangan ahli warisiiiyang 

diterbitkaniolehiKepala Desa. 

j. Memprosesisurat-surat keteranganimiskin dan tidakimampu. 

k. MembantuipembinaaniPKK. 

l. Melaksanakan pembinaaniterhadap kesejahteraanimasyarakat. 

m. Melaksanakaniipenyusunan perencanaan programiiidalam bidang 

kebersihan. 

n. Melakukanipembinaan terhadapikebersihan di lingkunganimasyarakat. 

o. Merencakan, melaksanakan, imonitordan evaluasiibidang kebersihandi 

lingkunganimasyarakat desa. 

p. Melaksanakan kegiataniipenyehatan lingkunganiipemukiman dengan 

budayaihidupibersih. 
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q. Melaksanakaniikoordinasi dengan instansiiiiterkait dalamiiirangka 

pelayananikebersihan kawasaniperkotaan danipedesaan. 

r. Menggoordinasikan, ipembinaan, danipengawasan sertailaporan langka-

langkahiiipenanggulangan terdajinyaiiipencemaran daniiiiikeruskan  

lingkungan. 

s. Melaksanakaniipengawasan daniipengolaan Keretiban, Kebersihaniidan 

Keindahani (K3) idi Kecamatan. 

t. Melakukanievaluasi danipelaporan pelaksaanitugas sosialikesejahteraan 

sosial. 

4.4 StrukturiiKantor CamatiiTambang KabupateniiKampar 
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NIP. 1966031 198503 2 

001 

KASI PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

TARMIZI DABRI, M.Si 

NIP. 19711028 199203 1 004 

 

KASI TRANTIB 

AFRIZAL 

NIP. 19770101 200801 1 

020 

KASI KESSOS 

KHAIRUL 

SYAFRI,S.PD.MH 

NIP. 19690620 199103 1 

004 
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4.5 Daftar Nama Pegawai Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar 

No Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan 

1 Drs. JAMILUS 

NIP.19661009.199203.1.008 

PEMBINA TK 1 

IV/B 

Camat Tambang 

2 Zun Nasri Mansur, S. IP 

NIP. 19810316 201001 1 011 

PENATA TK 1 

III/D 

Sekretaris Camat 

Tambang 

3 Khairul Syafri, S.Pd, MH 

NIP. 19690620 199103 1 004 

PEMBINA 

IV/A 

Kasi Kessos 

4 Tarmizi Dabri, M.Si 

NIP. 19711028 199203 1 004 

PEMBINA 

IV/A 

Kasi Pemberdayaan 

masyarakat 

5 Jupri, S.Ag,M.Pdi 

NIP. 19680424 201001 1 001 

PENATA TK 1 

III/D 

Kasi Pemerintahan 

6 Syamsurizal, SE 

NIP. 19720513 199703 1 001 

PENATA TK 1 

III/C 

Kasubag Keuangan 

7 Masliati 

NIP. 19660301. 198503.2.001 

PENATA 

III/C 

Kasubag Umum 

Kepegawaian 

8 Molika Azizah, SE 

NIP. 19801225 201406 2 010 

PENATA MUDA TK 1 

III/B 

Kasubag Keuangan 

9 Afrihardi  

NIP. 19590421.199401.1.001 

PENATA MUDA TK 1 

III/B 

Staf Keuangan 

10 Desfandri, ST 

NIP. 19731213 200003 1 003 

PENATA MUDA TK 1 

III/B 

Staf Kasi 

Pemerintahan 

11 Nurhaini 

NIP. 19670910.198603.2.001 

PENATA MUDA TK 1 

III/B 

Staf Umum 

Kepegawaian 

12 Putri Armelisa September 

Rini,SE 

NIP. 19830907.201001.2.035 

PENATA MUDA TK 1 

III/B 

Staf Kessos 

13 Heri Kiswanto, S.Kom 

NIP. 19810901 201406 1 007 

PENATA MUDA TK 1 

III/B 

Staf Umum 

Kepegawaian 

14 Darias PENGATUR TK 1 Staf Kessos 



56 

 

NIP. 19730605 200701 2 033 II/D 

15 Dian Cipta 

NIP. 19801005 200801 1 009 

PENGATUR TK 1 

II/D 

Staf Kasi Trantib 

16 Adri  

NIP. 19770618.201001.1.011 

PENGATUR TK 1 

II/D 

Staf Kasubag 

Keuangan 

17 Indah Mulani Nasution 

NIP. 19830609 20100 1 006 

PENGATUR TK 1 

II/D 

Staf Kasi PM 

18 Muzdalipa 

NIP. 19820915 201001 1 019 

PENGATUR TK 1 

II/D 

Staf Kasi PM 

19 Afrizal 

NIP. 19770101 201001 0 020 

PENGATUR TK 1 

II/D 

Staf Kasi Trantib 

20 Luthfi Ramdhani 

NIP. 19780819 200801 1 010 

PENGATUR MUDA TK 1 

II/B 

Staf Trantib 

21 Joni Herman, A.Ma 

NIP. 19740101 200801 1 016 

PENGATUR 

II/C 

Staf Trantib 

22 Masdianto 

NIP. 19800412 201406 1 008 

PENGATUR 

II/C 

Staf Pemerintahan 

23 Eka Futra 

NIP. 19761230 200906 1 001 

PENGATUR 

II/C 

Staf Pemerintahan 

24 Paleman 

NIP. 19690205 200701 1 045 

PENGATUR MUDA 

II/A 

Staf Pemerintahan 

25 Abdul Gapur THL Staf Umum 

Kepegawaian 

26 Khairunas THL Staf Kessos 

27 Yosi Anugrah Utami THL Staf PM 

28 Weny Sartina, SE THL Staf Pemerintahan 

29 Agus Hendrawan THL Staf Kasi PM 

30 Rivo Heriyanda THL Staf Keuangan 

31 Rahmaleni THL Staf Kasi Kessos 

32 Wahyu Ramadana Fitrah THL Staf Pemerintahan 



92 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulani 

Berdasarkanidari hasil penelitian danipembahasan yangisudah dipaparkan 

maka dapatiditarik kesimpulanibahwa:  

1) implementasi prinsip goodigovernance dikantor Camati Tambang 

KabupateniKampar belum optimaliatau belum maksimal terlaksana 

dikarenakaniada indikator prinsipigood governance yang belumiterpenuhi. 

Terdapatibeberapa hal yang menunjukanibelum optimalnya 

implementasiigood governanceiantara lain: prinsip transparansi, prinsip 

akuntabilitas, prinsip responsive, prinsip efektivitas dan efesiensi. Hal ini 

disebabkan masih adanya pemberian pelayanan dikantor Camat Tambang 

Kabupaten Kampar yang tidak terselesaikan dengan baik sesuai dengan 

jumlah permintaan pelayanan dari masyarakat. Hal ini terjadi karena 

kurangnya respon dari pegawai camat memberikan pelayanan yang cepat 

dan efesien, Masih kurangnya informasi yang tepat tentang prosedur 

pelayanan yang disajikan dikantor camat. Seperti kurangnya informasi 

untuk mekanisme pengurusan registrasi surat tanah. Sehingga banyak 

masyarakat yang tidak lengkap dalam persyaratan pelayanan yang diminta 

masyarakat, masih banyak pegawai yang kurang disiplin dalam hadir pada 

waktu jam kerja ataupun pada saat jam kerja, lalai dalam tugas dan 

kewajiban. 
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2) Adapun faktor yang menjadi penghambat implementasi prinsip good 

governance di Kantor Camat Tmabng Kabupaten Kampar yaitu kualitas 

sumber daya manusia yang masih rendah dilihat dari waktu pelayanan 

yang lambat, serta fasilitas teknologi informasi yang belum memadai 

seperti belum ada WIFI dan finger print (Absensi Otomatis). Implementasi 

prinsip good governance ini harus didorong dengan adanya 

pengembangan, pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas 

pegawainya.  

6.2  Sarani 

Berdasarkanihasil penelitian danipembahasan yang sudahidipaparkan, 

peneliti dapatimemberikan saran yang dapatidigunakan untukimengoptimalkan 

penerapaniprinsip good governance. 

1. Untuk sumber daya manusia perlu dilakukannya pelatihan dan 

pengembangan mengenai kedisiplinan dan juga tanggungjawab. 

2. Diharapkan pelayanan terselesaikan berdasarkan SOP (Standar 

Operasinal Prosedur). 

3. Untuk fasilitas harus bisa mengikuti perkembangan kecanggihan 

teknologi, untuk absensi pada zaman sekarang tidak bisa dilakukan 

secara manual, akan tetapi lebih baik menggunakan sidik jari. 
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LAMPIRAN 

 

Pedoman Wawancara 

 

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DIKANTOR CAMAT 

TAMBANG KABUPATEN KAMPAR 

 

Informan Penelitian  : 1. Pegawai Kantor Camat (7 Informan) 

       2. Masyarakat (7 Informan) 

Tempat Penelitian  :  Kantor Camat Tambang 

  

 Pedoman wawancara dalam penelitian yang berjudul “Implementasi 

Prinsip Good Governance di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar”. 

Adapun pertanyaan untuk mengetahui prinsip-prinsip good governance diukur 

menggunakan pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator adalah sebagai 

berikut:  

1. Pertanyaan Untuk Pegawai 

a) Prinsip Transparansi 

1) Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam tata kelola 

pemerintah Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar? 

2) Adakah informasi untuk dipublikasikan kepada publik? Apa saja 

informasi tersebut? 

3) Bagaimana mekanisme bagi masyarakat untuk mengakses 

informasi publik? 

4) Apa saja sarana dan prasarana untuk mengakses informasi publik? 

b) Prinsip Akuntabilitas 

1) Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan anggaran oleh 

pemerintah Kantor Camat Tambang? 



2) Bagaimana pertanggungjawaban kinerja pemerintah Kantor Camat 

Tambang? 

3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip 

akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kantor Camat 

Tambang? 

c) Prinsip Partisipasi 

1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah 

Kantor Camat? 

2) Bagaimana intensitas atau seberapa banyak masyarakat terlibat 

dalam perumusan kebijakan Kantor Camat Tambang? 

3) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memonitor atau 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kantor Camat 

Tambang? 

d) Prinsip Aturan Hukum (Rule of low) 

1) Bagaimana prinsip aturan hukum ditetapkan dalam tata kelola 

pemerintah Kantor Camat Tambang? 

2) Apakah penyelenggaraan tata kelola pemerintah Kantor Camat 

Tambang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku? 

3) Bagaimana kualitas penegakan hukum dalam tata kelola 

pemerintahan Kantor Camat Tambang? 

e) Prinsip Responsif 

1) Bagaimana daya tanggap pemerintah Kantor Camat Tambang 

dalam merespon kebutuhan masyarakat? 



2) Bagaimana ketersediaan dan kejelasan dan prosedur pengaduan 

terhadap pelayanan pemerintah kantor Camat Tambang? 

3) Bagaimana kecepatan dan ketepatan pemerintah kantor Camat 

Tambang dalam menggapi pengaduan? 

f) Prinsip Keadilan (Equity)  

1) Apakah masyarakat diwilayah Kantor Camat Tambang 

memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan 

pelayanan, perlindungan, dan pemeberdayaan? 

2) Apakah ada jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh perlakuan 

yang sama dalam pelayanan dan pemberdayaan? 

3) Bagaimana kualitas pelayanan yang diterima masyarakat dari 

pemerintah Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar 

g) Prinsip Efektifitas dan Efisiensi 

1) Apakah pemberian pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan 

masyarakat sudah tepat sasaran? 

2) Apakah jalannya pemerintahan Kantor Camat sudah mencapai 

target? 

h) Prinsip Berorientasi Consensus 

1) Mengapa berorientasi konsensus dianggap penting dalam 

menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan masyarakat 

di kantor camat? 



2) Bagaimana mengelola situasi di mana terdapat perbedaan pendapat 

di antara staf atau departemen yang berbeda dalam mencapai 

keputusan yang disepakati? 

i) Prinsip Visi Strategis 

1) Bagaimana upaya untuk mewujudkan Visi Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar? 

2) Apakah Kebijakan yang sudah dibuat sudah konsisten untuk 

mewujudkan visi tersebut? 

2. Pertanyaan Untuk Masyarakat 

A. Dalam pengurusan adminitratif dikantor Camat Tambang 

Kabupaten Kampar, bagaimana respon pegawai yang berada 

dikantor Camat Tambang Kabupaten Kampar? 

B. Menurut anda bagaimana pelayanan yang anda terima sebagai 

pemangku kepentingan dalam pengurusan dokumen ataupun 

berkas lainnya? 

C. Bagaimana kecepatan pegawai dalam perespon atau memberikan 

pelayanan kepada masyarakat? 

D. Mengenai kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari 

pegawai kantor camat, Apakah anda merasa puas atas pelayanan 

yang sudah diterima? Dan bagaimana pemerintah merespon 

masukan ataupun keluhan masyarakat terkait layanan publik? 

E. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melibatkan 

masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan?Bagaimana 



pemerintah setempat memastikan bahwa kebijakan dan Keputusan 

publik diakses secara terbuka oleh masyarakat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

 

Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar 

 

 



1. Absen Pegawai (Manual) 

 
 

2. Wawancara Dengan Staf Kassi Keuangan 

 



 
 

3. Wawancara Dengan Staf Umum dan Kepegawaiaan 

 



 
4. Wawancara dengan Masyarakat 

 



5. Wawancara dengan Pegawai PLN (Masyarakat) 
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